ABSTRAK

Kasus investasi bodong dari trading binary option merupakan salah
satu kasus yang banyak memakan korban, para affiliator binary option
memilik aset digital sebagai bagian dari keuntungan yang di dapat melalui
skema afiliasi binary option dan ketentuan tentang aset digital belum diatur
dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang sedangkan UU Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan regulasi
terhadap kejahatan digital juga belum mengakomodasi aturan-aturan terkait
pencegahan antisipasi kejahatan digital seperti binary option.

Sehingga penelitian ini membahas bagaimana pengaturan hukum
tentang tindak pidana pencucian uang berkedok trading binary option dan
apa saja elemen-elemen yang melatar belakangi tindakan affiliator binary
option dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus, teknik pengumpulan bahan
hukum yang terdiri dari studi kepustakaan, studi dokumen, dan online
research serta metode analisa bahan hukum deskriptif dan pengambilan
kesimpulan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tindak
pidana pencucian uang bermodus trading binary option di Indonesia diatur
dalam Pasal 3 UU TPPU, sedangkan modus dari trading binary option itu
sendiri diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 27 ayat (2)
dan pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Elemen-elemen yang melatar belakangi
tindakan affiliator binary option dapat dikualifikasikan sebagai tindak
pidana pencucian uang adalah adanya tindak pidana asal yakni penipuan dan
judi online serta tindakan menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari
hasil afiliasi binary option dengan cara membelanjakan harta tersebut dan
memberikannya secara cuma-cuma kepada orang lain dalam jumlah besar
yang tidak masuk akal, serta menyimpannya dalam bentuk aset digital
seperti crypto dan bitcoin.

Kata Kunci : Affiliator Binary Option, Pencucian Uang, Penipuan, Judi
Online.



ABSTRACT

The case of fraudulent investment from binary option trading is one of the
cases that has claimed many victims, binary option affiliates own digital assets as
part of the profits obtained through binary option affiliate schemes and provisions
regarding digital assets have not been regulated in Law Number 10 of 2010
concerning Prevention and the Eradication of Money Laundering Crimes while
Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions
which is a regulation against digital crime also does not yet accommodate rules
related to preventing anticipation of digital crimes such as binary options.

So this study discusses how the legal arrangements regarding the crime of
money laundering under the guise of binary option trading and what are the
elements behind the actions of binary option affiliates can qualify as a crime of
money laundering. This research uses normative research, with a statutory
approach and a case approach, legal material collection techniques consisting of
library research, document study, and online research as well as descriptive legal
material analysis methods and deductive conclusions.

The results of the study show that the legal arrangements for the crime of
money laundering with the binary option trading mode in Indonesia are regulated
in Article 3 of the TPPU Law, while the mode of binary option trading itself is
regulated in Article 378 of the Criminal Code concerning fraud, Article 27
paragraph (2) and Article 28 paragraph (1) The ITE Law and the elements behind
the actions of binary option affiliates can qualify as money laundering crimes,
namely the existence of predicate crimes, namely fraud and online gambling and
the act of disguising wealth obtained from binary option affiliate results by
spending these assets and giving it away to others in unreasonably large amounts,
as well as storing it in digital assets like crypto and bitcoin.

Keywords : Binary Option Affiliator, Money Laundering, Fraud, Online Gambling.
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